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40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551) ; 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah 
beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5679) ; 

I 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3243 ) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5348); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5887) ; 

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum 
Perkantoran Eiektronik Lingkup Intranet di Lingkungan 
lnstansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 
28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id 
Untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di 
Indonesia; 

2. lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 
dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 

3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 
Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah 
secara Elektronik pada berbagai instansi Pemerintah, baik 
di Pusat maupun di Daerah; 

I 
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4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 

Tentang Penggunaan alamat email resmi pemerintah pada 
instasi pemerintah; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG 
PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN E-MAIL 
BLITARKOTA.GO.ID SEBAGAI NAMA SITUS WEB DAN E-MAIL 

RESMI PEMERINTAH KOTA BLITAR SERTA SITUS WEB 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BLITAR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 

Tahun 2013 tentang Pengaturan Nama Domain dan email 
bitarkota.go.id Sebagai Nama Situs Web Resmi Pemerintah Kota 

serta Situs Web Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 
Nomor 46), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut : 

"Pasal3 

( l) Nama email resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar menggunakan 

akhiran @blitarkota.go.id sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

(2) Nama e-Mail yang dipergunakan untuk urusan kedinasan 

bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kota Blitar menggunakan akhiran@blitar.go.id. 
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 
"Pasal 6 

(1) Apabila terjadi perubahan nomenklatur dan atau 

penambahan baru Satuan Kerja Perangkat Daerah 

pemberian Nama situs Web dan email akan ditentukan 
oleh Satuan Kerja yang menangani urusan Komunikasi 
dan Informatika di linkungan Pemerintah Kota Blitar. 

I 
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(2) Nama Situs Web dan email Satuan Kerja Perangkat 
Daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 
yang belum tercantum sebagaimana dimaksud 

dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota 

ini, diajukan secara tertulis kepada Walikota Blitar 
melalui Satuan Kerja yang menangani urusan 
Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah 
Kota Blitar. 

(3) Nama e-Mail bagi Aparatur Sipil Negara yang 
dipergunakan untuk urusan kedinasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat diajukan 
langsung ke Satuan Kerja yang menangani urusan 
penyelenggaraan e-Govemment pada Satuan Kerja yang 
menangani urusan Komunikasi dan Infonnatika di 
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. 

3. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I 
Peraturan Walikota ini. 

4. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 
Pada tanggal 22 Maret 2017 

WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

MUH. SAMANHUDI ANWAR 

I 
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Diundangkan di Kota Blitar 
Pada tanggal 22 Maret 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 
ttd. 

Rudy Wijonarko 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 25 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 

ORGANISASI, 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19651204 198603 1 006 



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 
TANGGAL 

25 TAHUN 2017 
22 MARET 2017 

NAMA SITUS WEB RESM! DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR 

No NAMA !NSTANSI / SKPD DOMAIN/ SUBDOMAIN 

I PEMERINTAH KOTA BLITAR www.blitarkota.ao.id 
SEKRETARIAT DAERAH I DPRD 

2 Asisten Adm. Umum dan Pembaneunan www.adminbang.blitarkota.go.id 
3 �en Pemerintahan dan Kesra www.nemkesra.blitarkota . zo.id 
4 an Hukum dan Oreanisasi www.hukum-orn:anisasi.blitarkota.e:o.id 
5 �ian Humas dan Protokol www.humas-protokol.blitarkota.J?:o.id 
6 ian Pembaneunan dan Lavan.an Pengadaan www.blp.blitarkota.ac.id 
7 Bazian Perekonomian dan Kesra www.ekokesra.bliterkota.ao.Id 
�ian Tata Pemerintahan www.taoem.blitarkota.eo.id 

ian Umum www.umum.blitarkota.eo.id 
10 ekretatiat Daerah www.setdaerah.blitarkota.zo.id 
11 Sekretariat DPRD www.setwan.blitarkota.e:o.id 

INSPEKTORAT. SADAN DAN LEMBAGA TEKNIS 
12 adan Kepegawaian Daerah www.bkd.blitarkota.go.id 
13 Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan www.ba.kesbangpol-pbd.blitarkota.go.id 

Bencana 
14 Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah www.bQkad.blitarkota.go.id 

15 Badan Perencanaan Pembanzunan Daerah www.banoeda.blitarkota.ao.id 
16 nsoektorat Daerah www .insoektorat. bli tarkota.e:o. id 
17 RSD Mardi Waluvo www.mardiwaluvo.blitarkota.go.id 

DIN 
18 Dinas Kepemudaan dan Olahraza www.disQora.blitarkota.go.id 
19 Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sioil www.disoendukcaoil.blitarkota.go.id 
20 Dinas Kesehatan www .dinkes. blitarkota.go. id 
21 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian www.disperta.blitarkota.go.id 
22 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik www.diskominfotik.blitarkota.go.id 
23 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro www.dinkopum.blitarkota.go.id 
24 Dinas Lingkungan Hid up www.dlh.blitarkota.go.id 
25 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan www.disparbud.blitarkota.go.id 
26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang www .dinaspu pr. blitarkota.go.id 
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, www.dp3a-p2kb.blitarkota.go.id 
28 Dinas Penanaman Modal, Tenaza Keria dan Pelavanan www.domnaker-otso.blitarkota.go.id 
29 Dinas Pendidikan www.disoendik.blitarkcta.eo.td 
30 Dinas Perdaaanean dan Perindustrian www.disoerind�P.blitarkota.go.id 
31 Dinas Perhubunzan www .dishu b. blitarkota.e:o.id 
32 Dinas Pernustakaan dan Kearsioan www.dinoerousio.blitarkota.go.id 
33 Dinas Perumahaan Rakvat www. disoera. bli tarkota. zo. id 
34 Dinas Sosial www. din sos. bli tarkota.ao. id 

SATPOL PP 
35 Satuan Palisi Pamong Praja www. sa tgol 1212. blitar kota. go. id 

KECAMATAN 
36 Kecamatan Kepanjen Kidul www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.e:o.id 
37 Kecamatan Sananwetan www.kec-sananwetan.blitarkota.go.id 
38 Kecamatan Sukoreio www.kec-sukoreio.blitarkota.go.id 

KELURAHAN 
39 Kelurahan Benda www.kcl-bcndo.blitarkota.go.id 
40 Kelurahan Bendoaerit www.kel-bendogerit.blitarkota.go.id 
41 Kelurahan Blitar www .kel- blitar. blitarkota.zo. id 
42 Kelurahan Gedoe www. kel- eedoe. bli tarko ta. eo. id 
43 Kelurahan Karang Tengah www.kel-karangtengah.blitarkota.go.id 



No NAMAINSTANSI/SKPD DOMAIN / SUBDOMAIN 
44 Kelurahan Karanasari www.ket-karanesari.bhtarkota.so.m 
45 Kelurahan Kauman www.kel-kauman.blitarkota.llo.id 
46 Kelurahan Kenanien Kidul WWW. ke l-kenan i enkid ul. blitarkota. 2:0. id 47 Kelurahan Kenanien Lor www.kepanienlor.blitarkota.go.H 48 Kelurahan Klamook www.kel-klamnok.blitarkota.e:o.id 
49 Kelurahan Nzadireio www.kel-�adireho.blitarkota.20.id 
50 Kelurahan Pakunden www.kel-nakunden.blitarkota.P-o.id 
51 Kelurahan Ploso Keren www .kel-:;; lcsokeren. blitarkota.zo. id 
52 Kelurahan Rembana www.kel-rembano.blitarkota.oo.id 
53 Kelurahan Sanan Wetan www.kel-sananwetan.blitarkota.E>:o.id 
54 Kelurahan Sentul www. kel-sen tul. bli tarkota. Oo. id 
55 Kelurahan Sukoreio www. kel-su koreio. bli tarkota. eo .id 
56 Kelurahan Tanaaunz www.kel-tanzzuna.butarkota.ao.Id 
57 Kelurahan Taniu nasari www.kel-taniunPsari.blitarkota.P"o.id 
58 Kelurahan Tlumnu www.kel-tlumnu.blitarkota.ao.id 
59 Kelurahan Turi www. kel- tu ri. blitarkota.go .id 

UPTD I BUMD I LAIN - LAIN 
60 Perusahaan Daerah Air Minum www.pdam.blitarkota.go.id 
61 PD BPR Artha Praia www.arthanraia.blitarkota.P"o.id 
62 UPTD Balai. Benih Ikan dan Pusat Informasi Agri Bisnis www.bbi-piaih.blitarkota.go.id 

Ikan Hias 
63 UPTD Rumah Pemotonean Hewan www.roh.blitarkota.zo.id 
64 UPTO Parkir www. narkir. blitarkota.eo.id 
65 UPTD Peneuiian Kendaraan Bermotor www.;.:.kb.blitarkota.oo.id 
66 UPTD Puskesmas Kee. Sukoreio www.nuskesmas-sukoreio.blitarkota.Po.id 
67 UPTD Puskesmas Kee. Sananwetan www �uskesmas- 
68 UPTD Puskesmas Kee. Kenanienkidul www.nuskesmas- 
69 UPTD Pendidikan Kee. Sukoreio www. nendidikan-sukoret o. bli tarkota.eo. id 
70 UPTD Pendidikan Kee. Sananwetan www.oendidikan- 
71 UPTD Pendidikan Kee. Kenanienkidul www.oendidikan- 
72 UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana www.rusunawa.blitarkota.zc.id 
73 UPTD Pemadam Kebakaran www.damkar.blitarkota.zo.id 
74 Unit Lavanan Penzaduan dan Informasi Masvarakat www.ulnim.blitarkota.eo.id 
75 Peiabat Penzelola lnformasi dan Dokumentasi www .oo id.blitarkota.zo.id 

WALIKOTA BLITAR 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 

ORGAN!SASI, 

JU ARI 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19651204 198603 1 006 

Ttd. 

MUH. SAMANHUDI ANWAR 
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LAMP!RAN II PERATURAN WAL!KOTA BL!TAR 

NOMOR 25 TAHUN 2017 
TANGGAL 22 MARET 2017 

NAMA e-MA!L RESM! SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DI L!NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BL!TAR 

No NAMA INSTANSJ / SKPD DOMAIN / SUBDOMAIN 

1 PEMERINTAH KOTA BLITAR oemkoteablitarkota.zo.id 
SEKRETAR!AT DAERAH I DPRD 

2 sisten Adm. Umum dan Pembaneunan adminbangg,lblitarkota.go.id 
3 sisten Pemerintahan dan Kesra pemkesreceblitarkota.zo.id 
4 Bazian Hukum dan Oraanlsast hukum-organisasirmblitarkota.,m.id 
5 Bazian Humas dan Protokol humas-orotokovn1blitarkota.go.id 
6 Baaian Pembaneunan dan Lavanan Penzadaan bli:ffe,blitarkota.20.id 
7 Baetan Perekonomian dan Kesra ekokesreseblitarkota.go.id 
8 Baaian Tata Pemerintahan tanemesblitarkcta.ao.id 
9 Bazian Umum umu blitarkcta.go.Id 
10 Sekretatiat Daerah setdaere rva1blitarkota.e:o.id 
11 Sekretariat DPRD setwanrc blitarkcta.ao.id 

lNSPEKTORAT. BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS 
12 Badan xeoezawatan Daerah bkd@blitarkota.go.id 
13 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan bakesbangpol-pbd@blitarkota.go.id 

Aencana 
14 adan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah bpkad@blitarkota.go.id 

15 IHadan Perencanaan Pembangunan Daerah bannPd�n1blitarkota.20.id 
16 nsoektorat Daerah inspektoratcablitarkota.zo.id 

RSD Mardi Waluvo mardiwaluvojablitarkota.eo.id 
DIN 

18 inas Keoemudaan dan Olahraza disnnra@blitarkota.go.id 
19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SioH dispendukcapik@blitarkota.go.id 
20 Dinas Kesehatan dinkeswiblitarkota.go.id 
21 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disperta'.@blitarkota.go.id 
22 Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik diskominfotikfaJ.blitarkota.go.id 
23 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dinkooum@blitarkota.go.id 
24 Dinas Linekunzan Hiduo dlhrmblitarkota.20.id 
25 Dinas Pariwisata dan Kebudavaan disparbud@blitarkota.go.id 
26 Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruane: dinaspupr@blitarkota.go.id 
27 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dp3a-p2kb:@blitarkota.go.id 
28 Dinas Penanaman Modal, Tenaza Keria dan Pelavanan dpmnaker-ptsn'nlblitarkota.go.id 
29 Uinas Pendidikan disoendileablttarkota.zo.Id 
30 Dinas Perdaaanean dan Perindustrian d isoerindm>rmbli tarkota.go. id 
31 Dinas Perhubungan dish u rvm blitarkota.zo. id 
32 Oinas Peroustakaan dan Kearsioan din oerou si rvmbHtarkota.20. id 
33 Oinas Perumahaan Rakvat dis blitarkota.go.id 
34 Dinas Sosial dinsoscablitarkota.eo.id 

SATPOL 
35 Satuan Palisi Pamong Praja satpolpp'.@blitarkota.go.id 

KECAMAT 
36 Kecamatan Kepanjen Kidul kec-keoanjenkiduk'.@blitarkota.go.id 
37 Kecamatan Sananwetan kec- sananweta n1111 bli tarkota.zo. id 
38 Kecamatan Sukoreio kec-sukoreinmblitarkota.go.id 

KELURAH 
39 Kelurahan Benda kel-bendcfebtitarkota.go.id 
40 Kelurahan Bendogerit kel-bendo eritrnibJitarkota.e:o.id 
41 Kelurahan Blitar kel-blitan blitarkota.ao.id 
42 Kelurahan Gedoa kel-zedoe a blitarkota.e:o.id 
43 Kelurahan Karang Tengah kel-karangtengah@blitarkota.go.id 

¥ 
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